
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU 

NOMOR 72 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten 

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran 

Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 

FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru. 

2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru. 

3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

5. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi 

Dinas. 

6. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa 

fungsi Dinas. 



BAB II 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

DINAS 

Pasal 2 

(1 )  Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak serta Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada daerah; 

(2) Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumuskan kebijakan daerah di bidang pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan 

tindak pidana perdagangan orang; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan 

tindak pidana perdagangan orang; 

c. perumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak serta 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan 

tindak pidana perdagangan orang; 

d. pelaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, 

pemenuhan hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang; 

e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan 

hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan tindak pidana perdagangan orang; 

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan 

hak anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan dan tindak pidana perdagangan orang; 



Bagian Kedua 

KELOMPOKPENDUKUNG 

Pasal 3 

(1)  Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan tcknis 

dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

(2) Dalam melaksananakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

kelompok pendukung melaksanakan fungsi: 

a. koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi; 

b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat 

melipu ti penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan 

hubungan masyarakat serta keprotokolan; 

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi 

urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian; 

d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan 

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan 

perlengkapan;dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal 4 

(1 )  Sub kelompok Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan, pengumpulan dan pengolahan di bidang perencanaan dan 

data; 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) ,  sub 

kelompok Perencanaan dan Data mempunyai fungsi: 

a. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan 

kebijakan, program, dan kegiatan; 

b. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

anggaran; 

c. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan 

d. evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran; dan 

e. pelaksaanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugasnya. 



Pasal 5 

( 1 )  Sub kelompok Umum dan Keuangan mempunya.i tugas melaksanakan 

penyiapan dan pengelolaan urusan umum dan keuangan; 

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  sub 

kelompok Umum dan Keuangan mempunya.i fungsi: 

a. penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, 

pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas; 

b. pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan; 

c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; 

d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, persuratan, dan 

kerumahtanggaan; 

e. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perawatan, kebersihan, 

keindahan, keamanan dan ketertiban bangunan gedung dan peralatan 

kerja; 

f. pelaksanaan 

pengembangan 

pengelolaan kepegawa.ian meliputi mutasi, 

dan pengelolaan karir, kesejahteraan, disiplin, 

administrasi kepegawa.ian la.innya; dan 

g. pelaksanaan tugas la.in yang diberikan oleh atasan sesua.i dengan 

lingkup tugasnya. 

Bagian Ketiga 

KELOMPOK BIDANG FUNGSI 1 

Pasal 6 

Kelompok Bidang Fungsi I, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukurn dan kualitas keluarga; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 



(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

konomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik 

hukum dan kualitas keluarga; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

(10)  penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

( 1 1 )  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

( 1 2 )  penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

(13)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga; 

( 1 4 )  penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 

( 1 5 )  penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan; 

( 16) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kasetaraan gender 

dan hak anak; 

(17) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

dan 



( 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 

Sub kelompok I Kelompok Bidang Fungsi I, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutaman gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi; 

(7) pemantauan, analisis, analisis dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang ekonomi; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi; 

( 10)  penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; 

( 1 1 )  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi; 

(12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi; 



(13)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi; 

(14) penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; 

( 15 )  penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 

ekonomi; 

(16) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi; 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Pasal 8 

Sub kelompok II Kelompok Bidang Funsi I, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyususnan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

sosial, politik dan hukum; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

sosial, politik dan hukum; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang sosial, politik dan hukum; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 

hukum; 



(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

sosial, politik dan hukum; 

(10) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender gender di bidang 

sosial, politik dan hukum; 

( 1 1 )  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum; 

( 12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

sosial, politik dan hukum; 

( 1 3 )  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum; 

(14)  penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; 

(15)  penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang 

ekonomi; 

( 16) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan 

(17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Pasal 9 

Sub kelompok III Kelompok Bidang Fungsi I, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

(2) penyiapan forum koordinasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang kualitas keluarga; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

kualitas keluarga; 



(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 

di bidang kualitas keluarga; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

kualitas keluarga; 

( 10) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga; 

(11)  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga; 

( 12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di 

bidang kualitas keluarga; 

(13)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang kualitas keluarga; 

(14) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender 

dan hak anak; 

( 15 )  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga; dan 

(16) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

KELOMPOK BIDANG FUNGSI II 

Pasal 10 

Kelompok Bidang Fungsi II, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 



kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga 

dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait 

hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan 

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

(6) penyiapan bahan penberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak; 

( 10) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak; 

( 1 1 )  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak; 

(12)  penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak; 



(13)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemen uhan hak anak; 

(14) penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; 

(15)  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak; 

(16)  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak; dan 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 1 1  

Sub kelompok I Kelompok Bidang Fungsi II, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfatan waktu luang 

dan kegiatan budaya; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 

serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(5) penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(6) penyipan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan 

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan 

serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 



(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan 

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(9) penyiapan forum koordidasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasidi bidang 

pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya; 

(10)  penyiapan perumusan kajian kcbijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan 

altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 

budaya; 

(11)  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 

luang dan kegiatan budaya; 

(12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang 

dan kegiatan budaya; 

( 13 )  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta 

penfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(14)  penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan 

alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 

budaya; 

(15)  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan altematif dan 

pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 

(16 )  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pengasuhan altematif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu 

luang dan kegiatan budaya; dan 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya 



Pasal 12 

Sub kelompok II Kelompok Bidang Fungsi II, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosial dan distribusi kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan 

partisipasi; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan 

partisipasi; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi; 

(10) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi 

dan partisipasi; 

( 1 1 )  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyiapan data dan informasi 

di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak 

sipil, informasi dan partisipasi; 

(13) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; 

(14 )  penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, 

informasi dan partisipasi; 



( 1 5 )  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan 
partisipasi; 

( 1 6 )  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang hak sipil, informasi dan partisipasi; dan 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Pasal 13 

Sub kelompok III Kelompok Bidang Fungsi II, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak 

anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang 

kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan 

kesejah teraan; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan 

hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(8) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan 

kasejah teraan; 

(9) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(10) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar 

dan kesejahteraan; 

(11)  penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 



(12) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 
kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

(13)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 
informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

( 1 4 )  penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan 
dasar dan kesejahteraan; 

( 1 5 )  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan 
kesejah teraan; 

(16)  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 

KELOMPOK BIDANG FUNGSI III 

Pasal 14 

Kelompok Bidang Fungsi III, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta tindak pidana perdagangan orang; 

(2) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(3) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(4) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 



dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(5) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(6) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 
serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(7) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(8) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(9) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(10) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

( 11 )  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

(12)  penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 

dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

(13)  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah 



tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

( 14 )  penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang; 

(15) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

( 16) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang perlindungan dan penberdayaan perempuan korban kekerasan 

di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang; 

( 17) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

(18)  penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

( 19) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 

anak; 

(20) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 
perlidungan khusus anak; 

(21 )  penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 
(22) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 
(23) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 
(24) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; 
(25) penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak; 
(26) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 



(27) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; 

(28) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(29) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 
terhadap perempuan dan anak; 

(30) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(31)  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

Sub kelompok I Kelompok Bidang Fungsi III, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(2) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidanana perdagangan orang; 

(3) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(4) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(5) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 



bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(6) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(7) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(8) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(9) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

pencegahan dan penenganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(10) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 

dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(11) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penenganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenaga kerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

(12) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, 

dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

(13) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 

tindak pidana perdagangan orang; 

(14) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 



perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari 
tindak pidana perdagangan orang; 

(15)  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat 
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

(16)  pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 
perdagangan orang; dan 

( 17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
lingkup tugas dan fungsinya. 

Pasal 16 

Sub kelompok II Kelompok Bidang Fungsi III, melaksanakan fungsi: 

(1 )  penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyususnan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus 

anak; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

(7) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak; 

(8) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; dan 

(9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 



Pasal 17 

Sub kelompok III Kelompok Bidang Fungsi III, melaksanakan fungsi: 

( 1 )  penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 
anak; 

(2) penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 

(3) penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan tarhadap 

perempuan dan anak; 

(4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(5) penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 

(6) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

(7) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan tarhadap perempuan dan anak; dan 

(8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Aru. 



Ditetapkan di Dobo 

pada tanggal 28 Desember 2017 

'UPATI KEPULAUAN ARU, 

" 

Diundangkan di Dobo 

pada tanggal 28 Desember 2017 

SEKRET S DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..72 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN 

HAM, 


